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PUTUSAN
Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sidrap
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,, tempat dan tanggal lahir Benteng Sidrap, 12 Juli 1999,
agama Islam, pekerjaan Guru Honorer TK PGRI
Salokaraja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jalan Pesantren Selatang, Rt 001,
Rw. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti,
Kabupaten Sidenreng Rappang. sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Panreng, 03 Agustus 1996, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan
Panreng Lautang, Kelurahan Panreng, Kecamatan
Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan Nomor
347/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad
tanggal 07 April 2019 M / 1 Sya’ban 1440 H, dan tercatat pada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten
Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0086/003/1V/2019, tertanggal 07 April 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 bulan dikediaman
orangtua Penggugat di Jalan Pesantren Selatang, Kelurahan Benteng,
Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama dalam
perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan
badan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2019 sudah mulai terjadi ketidak
harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karna
Tergugat sering marah / emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-
persoalan kecil sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar
oleh Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2019, Tergugat
pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan Tergugat telah melalaikan
kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun
kembali
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:
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Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap
sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sidrap yang telah dibacakan di
dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara
Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat
dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan
Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil,
selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-daliinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena
perkara a quo mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetaplah

dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Baranti, Kabupaten Sidrap dengan 0086/003/1V/2019, tertanggal 07 April

2019, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);
B. Saksi;

1.
Aisyah binti Hamka, 41 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

Jalan Pesantren, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten
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Sidrap. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan di
hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang telah menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam
1 (satu) rumabh;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal
sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa keduanya berpisah karena Tergugat sakit yaitu tidak
ada syahwat kepada Penggugat untuk melakukan hubungan
suami isteri;
- Bahwa Tergugat telah berobat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2.
Hj Ati binti Laupe, 57 tahun, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

bertempat tinggal di Jalan Pesantren, Kelurahan Benteng, Kecamatan
Baranti, Kabupaten Sidrap. Saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpah dan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah nenek Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah

yang telah menikah sekitar tahun 2019;
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- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam
1 (satu) rumabh;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal
sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

- Bahwa keduanya berpisah karena Tergugat sakit yaitu tidak
ada syahwat kepada Penggugat untuk melakukan hubungan
suami isteri;

- Bahwa Tergugat telah berobat namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon

putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan
ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan,

Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149
ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian,
Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasehati Penggugat di
persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana
diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82
UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di

persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh

suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il him. 405 yang berbunyi:

1] 2« Y N sl iniala “ualiaal ‘e | e
4 s g'pbhéﬁijia'ﬁaw§'aj|ﬁ.w

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah
haknya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar
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dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis
Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang

lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di

persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti-bukti yang berupa bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi
yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang Majelis Hakim akan

pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih
dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan
kepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai legitima

persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan
secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai
kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga
memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan
Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang
sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang
berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (legitima persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil

sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah
fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil gugatan (angka 3) yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (link and match), oleh
karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308
dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah
memberikan keterangan yang menerangkan suatu akibat hukum (Recht
Gevoig) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan
hukum (Vreem de Oozaak), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya
pertengkaran/perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat,
dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut

telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai
kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain

sehingga telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum

memiliki anak;
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2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan percekcokan;
3. Bahwa akibat dari perselihan tersebut kini Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara keduanya, namun
tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisinan dan

pertengkaran;

2. Akibat perselisinan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat

tinggal selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya dan kedua

belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai

suami isteri;

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit

untuk di damaikan;

4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

1)“)..4‘L€_|€JQJII J*).a'l e al ;\'ld_\ )S_\Jl :_haultwt_d.bhuls\;})nd‘
Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan

agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami

telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan
pendapat dalam Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 248 yang artinya : “Apabila
gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang
diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita
jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu

ba'in;
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Menimbang, bahwa telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak pernah
lagi bersatu sebagai layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan
Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah
(broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus
1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan “antara Suami lateri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga” adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya
perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga apabila judex
factie telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah “pecah” berarti hati kedua
belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, dan oleh karena
itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Dzulgaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah
sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Syaraswati Nur
Awalia,S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.
Muh. Amin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc. Dra. Sitti Musyayyadah

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy
Panitera Pengganti,
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Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. BiayaATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan . Rp 360.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
5. Redaksi . Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 476.000,-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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